
 

 

WALIKOTA  PROBOLINGGO 
 

SALINAN  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR  39  TAHUN 2012 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 49 TAHUN 2006 

TENTANG 

PEDOMAN NAMA-NAMA  JABATAN FUNGSIONAL UMUM 

          (NON STRUKTURAL) PEGAWAI NEGERI SIPIL   

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  KOTA PROBOLINGGO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota 

Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah Kota Probolinggo, maka struktur jabatan dan organisasi 

di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo mengalami 

perubahan; 

  b. bahwa dengan telah dilaksankannya Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja yang salah satu hasilnya berupa 

penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum pegawai 

negeri sipil di lingkungan Inspektorat dan Kecamatan Kota 

Probolinggo, dan sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan 

Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 5 

ayat (2) bahwa penetapan nama-nama Jabatan Fungsional 

Umum di Lingkungan Pemerintah Kota dengan Keputusan 

Walikota; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu mencabut Peraturan 

Walikota Probolinggo  Nomor 49 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum (Non Struktural) 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah  Kota 

Probolinggo yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota; 



Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai 

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, Pemindahan dan 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 



6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4741); 

7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kota 

Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2008 

Nomor 2); 

8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo 

(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 4); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Analisis Jabatan; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Untuk Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan 

Pemerintah Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang 

Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan 

Pemerintah Daerah; 

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN 

WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 49 TAHUN 2006 TENTANG 

PEDOMAN NAMA-NAMA  JABATAN FUNGSIONAL UMUM (NON 

STRUKTURAL) PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH  KOTA PROBOLINGGO. 

 

Pasal 1 

Dengan ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Walikota ini maka : 

Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 49 Tahun 2006 tentang Pedoman Nama-

Nama Jabatan Fungsional Umum (Non Struktural) Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah  Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 



Pasal 2 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

Pada tanggal   18 Desember 2012 

 
WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

H. M. BUCHORI 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal       18 Desember 2012 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

Ttd 

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 195704251984101001 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN  2012 NOMOR  39 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 
AGUS HARTADI 

Pembina Tk I 

NIP. 196608171992031016 


